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Dokumen

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2017 petunjuk Teknis Nomor
01/JUKNIS300/2018 tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan
pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap

2. Bunyi Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
Nomor. 6 Tahun 2018, bahwa “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi
masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data
Pertanahan”.

3. Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata
Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun
2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah
di seluruh wilayah Republik Indonesia

4. Pada Pasal 40 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6
Tahun 2018 disebutkan bahwa anggaran yang ada dialokasikan

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun
2017 adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan
perlindungan hukum Hak atas Tanah

6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematik Tanah
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10.

11.

lengkap yang dimaksud dengan: Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
yang dilakukan secara serentak

Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang
telah diperbarui dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap yang menjadi pedoman terhadap program ini.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun
2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah
aktivitas Pendaftaran Tanah di semua area Republik Indonesia
yang mencakup pengumpulan informasi raga serta informasi
yuridis hal satu ataupun sebagian subjek Pendaftaran Tanah buat
kebutuhan pendaftarannya

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap yang bermaksud buat berikan kejelasan hukum kepada
hak atas tanah warga

Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor: 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Jo Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 mengenai sertifikat
tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Kantor
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 perihal
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
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